ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “NGGADENI"

DI DESA SURUH SUKODONO SIDOARJO

SKRIPSI
Oleh ;
CICIK PUTRI RAHAYU

NIM. C92216091

—

~—

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2019



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cicik Putri Rahayu

NIM : C92216091

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi . Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem

“Nggadeni”di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya

sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya vang menyatakan,
E
A

HO00

NAM RIBU RUPIAH

CICIK PUTRI RAHAYU
NIM. C92216091



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem ‘“Nggadeni” di
Desa Suruh Sukodono Sidoarjo” yang ditulis oleh Cicik Putri Rahayu NIM.

C92216091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Desember 2019

Pembimbing,

-

Muh Sholehuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cicik Putri Rahayu NIM. (92216091 ini telah
dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari
Selasa, 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi

Syariah.
Majelis Munagasah Skripsi

Penguiji 1, Penguiji 11,

e
AR/ =

Muh. Sholihuddin, M. HI Dra, Hj. Sugivah Musyvafa’ah. M.Ag
NIP. 197707252008011009 NIP. 196303271999032001

Penguji I1I, ~Penguji IV,

Hj. Ifa Mutitul'Choiroh, SH. M.Kn

Siti Tatmainul Qulub, M. Si
NIP. 197903312007102002 NIP. 198912292015032007

Surabaya, 30 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas [slam Negeri Sunan Ampel Surabaya

v



[ﬁ'ﬂ KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

&/J PERPUSTAKAAN

J1. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus 2 uinsby

.ac.1d

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya:

Nama : Cicik Putri Rahayu

NIM : C92216091

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : cicikputrirahayu7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

= Skripsi 1 Tesis 1 Disertasi JLain-lain(................... )
Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM “NGGADENI” DI DESA SURUH
SUKODONO SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/
mempublikasikan di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis
tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Sava bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2019
Penulis

(1

Cicik Putri Rahayu
NIM. C92216091



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik ‘“Nggadeni”
Di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian
lapangan. Skripsi ini untuk mengetahui praktik nggadeni di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo dan analisis hukum Islam dari segi a/-fjarah dan al-‘urf
terhadap praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir
induktif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, Praktik nggadeni
di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo dilakukan dengan cara pihak penyewa
memberikan uang berkisar Rp. 2.000.000-5.000.000 kepada pihak yang
menyewakan. Dalam hal ini sepeda motor yang disewakan merupakan jaminan
barang gadai orang lain. Dan disewakan tanpa sepengetahuan penggadai serta
tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan sekaligus ujrah yang tidak konsisten.
Kedua, Berdasarkan hukum Islam, praktik nggadeni (sewa menyewa sepeda
motor) di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo tidak memenuhi rukun dan syarat
dalam akad 7fjarah. Sehingga sewa-menyewa tersebut tidak sah karena dalam
objek (manfaat) merupakan bukan barang miliknya sendiri serta tidak ada jangka
waktu yang pasti untuk berakhirnya akad 7jarah tersebut. Kemudian dilihat dari
segi ‘urf’kategori wurf amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dan dikuatkan oleh kaidah fikih
artinya hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang
memalingkan dari hukum bolehnya.

Saran dalam penelitian ini, dengan melakukan sewa-menyewa sepeda motor
sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum hukum Islam. apabila memberikan
yjrah harus dipertanyakan berapa imbalan sewanya, dan kapan berakhirnya
(jangka waktu) sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang jaminan gadai. Dan
bagi yang menyewakan, sebaiknya menjelaskan berapa wujrah untuk manfaat
barang (sepeda motor) yang disewakan dan menjelaskan secara jelas untuk
jangka waktu berakhirnya sewa manfaat barang tersebut, agar tidak terjadi
kesalahpahaman jika sewaktu-waktu sepeda motor tersebut diambil saat pihak
penggadai sudah melunasi hutangnya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam
menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara
yang satu dengan yang lain. Keterikatan seseorang kepada yang lain
dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada
yang serba bisa. Karena secara naluri dan sesuai dengan kodratnya Manusia
merupakan makhluk sosial yang senantiasa bergantung dan terikat serta
saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi
kebutuhannya, yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai
makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh

Allah Swt. Hal ini tercantum dalam Al- Qur’an surat Muhammad ayat 33:
S0 g J3ean 1pasels @A i1 30 W o
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! taatlah kepada Allah dan
taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala)

segala amalmu.” (Q.S. Muhammad: 33).!

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur seluruh
bagian kehidupan manusia dan alam semesta. Islam telah meletakkan
kaedah- kaedah dasar dan aturan yang lengkap dan sempurna dalam semua

sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah. Hal

! Kementerian Agama R1, Ar- Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Mikraj Khazanah
Ilmu, 2013), 511.



inidiwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak
mempersulit, suka sama suka dan saling tolong menolong.

Sifat saling ketergantungan dan tolong menolong inilah yang
menjadikan hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah
hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasma dalam berbagi bidang, pinjam
meminjam, gadai, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan
lainnya yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur
dalam figh muamalah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia
dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi
dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, manusia kapanpun diamanapun harus senantiasa
mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, sekalipun dalam perkara
yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai
pertanggung jawaban kelak di akhirat.?

Setelah dikaji dari beberapa pendapat ulama, figh muamalah lebih
menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah
ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara
memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).
Dan untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka,

banyak sekali yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan

2 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.



hidup sehari-hari manusia melakukan kegiatan seperti gadai dan ijarah atau
sewa-menyewa.’

Dari penjabaran diatas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan
bermuamalah. Dan objek yang ditransaksikan biasanya adalah harta, karena
harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting bagi kehidupan
manusia, tanpa adanya harta kehidupan manusia akan sulit. Oleh karena itu
Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk
mendapatkan karunianya yang melalui Nabi-Nya (Muhammad) dengan cara
transaksi, berserikat dengan jelas. dan hukum Islamlah yang harus dijadikan
pedoman atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di
dunia dan di akhirat dengan saling tolong menolong atau dengan tidak saling
merugikan satu sama lain.

Banyak kegiatan manusia yang diatur dalam figh muamalah salah
satunya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa (7jarah) menurut pandangan
Islam merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa
orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu atau pengambilan manfaat
suatu benda yang bersifat mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak
untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Dalam hal
bendanya tidak berkurang sama sekali. Yang dimaksud ialah tanpa menjual
benda yang disewakan dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan
bendanya. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang

berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan

3 Tbid., 16.



kepemilikan tetap pada pemilik barang. Untuk itu, mereka melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya,
sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan
manfaatnya, tetapi bendanya.* Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari
suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dalam hukum
Islam perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian
konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad. Maka para pihak saling
serah terima. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang
kepada penyewa dan penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah).”
Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual-beli karena sifatnya temporal,
sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat
memindahkan kepemilikan suatu barang. Dalam kehiudpan masyarakat,
sudah mnejadi kebiasaan demi memenuhi kebutuhan, akan tetapi akad yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terkadang tidak sesuai dengan
ketentuan syari’ah.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam
melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling
menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Sewa-

menyewa disyariatkan berdasarkan al-Qur’an dalam surat At-Talaq ayat 6:

4 o/f. & 207

’c.:bof.:m..% f}:»L;J Ql} g;}}jx 3 &i:;; ‘ij.ﬁﬁj uﬁbja} ‘ ‘“L‘B vgj M)\ ;.9

4 Ibid., 122.
5 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam, Cet.1 (Figh Muamalah) (Surabaya: UIN SA Press,
2014), 195.



Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah
imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-

Talaq: 6)°
Ayat di atas menunjukkan bahwa di dalam sewa menyewa kedua belah
pihak tersebut tidak boleh saling merugikan antara satu sama lainnya dan nilai-
nilai keadilan senantiasa ditegakkan, karena suatu kegiatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan tidak dibenarkan. Dengan demikian maka akad sewa-
menyewa sepeda motor harus berdasarkan atas asas saling rela tidak
diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan
merugikan salah satu pihak. Akan tetapi masih banyak diluaran sana yang
melakukan praktek dan akad sewa menyewa tidak sesuai dengan literatur dalam
figh muamalah. seperti tidak adanya hitam di atas putih (perjanjian secara
tertulis), tidak mempermasalahkan waktu pembayaran piutang, masyarakat
hanya bermodalkan rasa saling percaya. Dan tradisi serta konsep seperti inilah
yang sudah mendarah daging di masyarakat, yang mana adat atau kebiasaan (ur?)
yang tidak lazim dan menyimpang sesuai dengan Hukum Islam tetapi
mempunyai sisi positif yang bisa mensejahterakan masyarakat, maka para ulama
menyepakti kedudukan wurf'sebagai dalil syara’ yang tetap terpaku dalam hukum

Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.” Adapun kehujjahan

urt sebagai dalil syara’, berdasarkan firman Allah pada surah al-A’raf (7); 199:

bl 2 5o 2y sy Al saR Ak

6 Taufik Damas, Dkk, A/-Qur’an Tafsir Jalalain Per Kata (Jakarta: PT Suara Agung, 2013), 560.
7 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), 212.



Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S. al-A’raf (7);
199)%

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi pada masyarakat di Desa
Suruh, Sukodono Sidoarjo yaitu sewa-menyewa sepeda yang merupakan barang
gadai. Dalam prakteknya Kegiatan sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat
di Desa Suruh, Sukodono, kabupaten Sidoarjo terdapat kejanggalan yakni
terdapat dua akad dalam bertransaksi. Di dasari dengan transaksi gadai, rahin
(penggadai) menyerahkan jaminan kepada murtahin (penerima gadai) sebuah
barang gadai berupa sepeda motor disebut marhun dalam sistem pembayarannya
murtahin tidak memberikan perjanjian batasan waktu untuk membayar
pinjamannya.

Selain itu murtahin memanfaatkan marhun dengan menyewakan barang
gadai tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari rahin atau
tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Saat murtahin menyewakan
barang gadai berupa sepeda motor, murtahin tidak memberikan perjanjian
batasan waktu dengan kata lain barang yang telah disewakan bisa diambil
sewaktu-waktu oleh pihak yang menyewakan.® Selain itu penyewa juga langsung
memberikan uang dengan jumlah nominal yang lumayan banyak kepada yang
menyewakan. Di sisi ini pihak penyewa juga tidak bisa memilih barang (sepeda
motor), karena pihak yang menyewakan hanya mengkira-kira barang yang

sekiranya pantas dengan nominal uang yang diberikan oleh pihak penyewa.!? Dan

8 Ibid., 177.
% Karyono, Wawancara, Sidoarjo, 27 Agustus 2019.
19 Dini Anatasya Dewi, Wawancara, Sidoarjo, 26 Agustus 2019.



jika sewaktu-waktu penggadai melunasi hutangnya maka murtahin mengambil
barangnya ke penyewa dan penyewa ditukar dengan barang atau sepeda motor
yang lain, jika tidak ada sepeda motor yang akan ditukar maka uang
dikembalikan ke si penyewa. Dan jika penyewa membutuhkan uang sewaktu-
waktu ia bisa mengambil uangnya kembali ke pihak yang menyewakan tetapi
tidak bisa diambil penuh 100%.!!

Dari uraian kasus dapat dipahami bahwa praktik penyewaan sepeda motor
yang merupakan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Suruh, Sukodono,
Sidoarjo merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum
agamanya. Karena dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikaji
dalam figh muamalah, sehingga dapat terjadi gugurnya akad. Akan tetapi
masyarakat disana sehi dalam Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik
mengadakan penelitian, di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Nggadeni di Desa Suruh, Sukodono,

Sidoarjo”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi dan batasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk
menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam

penelitian, dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kemungkinan yang

"1 Suhudi, Wawancara, Sidoarjo, 26 Agustus 2019.



dapat diduga sebagai masalah.!> Maka berdasarkan latar belakang penelitian yang
telah diuraikan di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang di
temui dalam praktek nggadeni di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan akad nggadeni di masyarakat Suruh, Sukodono, Sidoarjo
2. Hukum Islam sewa menyewa barang gadai
3. Pemanfaatan barang gadai sebagai objek sewa menyewa
4. Praktek nggadeni di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo
5. Analisis hukum Islam terhadap praktek nggadeni di desa suruh, sukodono,
sidoarjo
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-
batasan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktek nggadenidi Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek nggadeni di Desa Suruh, Sukodono,

Sidoarjo

Rumusan Masalah
Untuk memudahkan kajian dari latar belakang diatas, maka penulis ingin
merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nggadeni di Desa Suruh, Sukodono,Kabupaten Sidoarjo ?

12 Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.



2.

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik nggadeni di desa Suruh,

Sukodono, Sidoarjo ?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang

sudah pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan

dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau

penelitian yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa

penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji penulis tentang

praktek sewa menyewa sepeda motor gadeni diantaranya sebagai berikut :

1.

Sebuah skripsi yang dituliskan oleh saudara Ansori Thwanuddin dengan
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi
Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)”.!3 Skripsi ini dari UIN Walisongo
Semarang jurusan muamalah pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas
mengenai praktik penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.
Permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori gadai atau rahn.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus di Dealer Krebo motor
mengandung unsur r7ba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.
penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji
oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai sewa menyewa sepeda
motor yang merupakan barang gadai yang didasari dengan akad sukarela

dan sudah menjadi kebiasaan pada suatu daerah. Sedangkan yang

13 Ansori Thwanuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus
Pada Dealer Krebo Motor Klaten)” (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2018).
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membedakan ialah akad sewa-menyewa yang terjadi tidak ada kejelasan
waktu pada objek gadai kepada si penyewa, sehingga murtahin (penerima
gadai) mengambil sepeda motor bisa sewaktu-waktu dan ujrah yang tidak
pasti.

2. Sebuah skripsi yang dituliskan oleh saudari Deasy Ersta Sholicha. dengan
judul “Tinjauvan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai
Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Desa Pengalangan
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik).”!* Ditulis pada tahun 2018.
Permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori gadai atau rahn dan
ijarah yang terdapat unsur riba, karena dalam transaksinya mengambil
keuntungan yang lebih banyak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa studi
kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
mengandung unsur r7ba dan adanya unsur penipuan bagi pihak rahin.
penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji
oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai sewa menyewa sepeda
motor yang merupakan barang gadai dan sudah menjadi kebiasaan pada
suatu daerah. Sedangkan yang membedakan ialah akad sewa-menyewa
yang terjadi tidak ada kejelasan waktu pada objek gadai kepada si penyewa,
sehingga murtahin (penerima gadai) mengambil sepeda motor bisa

sewaktu-waktu dan ujrah yang tidak pasti.

“Deasy Ersta Amilus Sholicha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor
Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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3. Sebuah skripsi yang dituliskan oleh saudari Mujahidah Muharrom Al-
Karima dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Gadai Mobil Dan Sepeda Motor Di Desa Duren Kecamatan PilangKenceng
Kabupaten Madiun.”"> Ditulis pada tahun 2016. Permasalahan dalam
skripsi ini menggunakan teori gadai atau rahn yang terdapat unsur riba.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Akad Gadai Mobil Dan
Sepeda Motor Di Desa Duren Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten
Madiun sangat merugikan pihak rahin, karena jika pihak rahin semakin
lama melunasi maka bunganya semakin banyak. Dan hal tersebut
merupakan riba. penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian
yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai
jangka waktu dalam bertransaksi. Sedangkan yang membedakan ialah akad
sewa-menyewa yang terjadi dalam akad pertama kali tidak ada kejelasan
waktu pada objek gadai kepada si penyewa, sehingga murtahin (penerima
gadai) mengambil sepeda motor bisa sewaktu-waktu dan ujrah yang tidak
pasti.

4.  Sebuah skripsi yang dituliskan oleh saudari Nur Rif’ati dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi
Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal).”1¢

pada tahun 2008. Permasalahan dalam skripsi menggunakan teori gadai

15 Mujahidah Muharrom Al-Karima, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai
Mobil Dan Sepeda Motor Di Desa Duren Kecamatan PilangKenceng Kabupaten Madiun”
(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

16 Nur Rif’ati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di
Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)” (Skripsi-UIN Walisongo
Semarang, 2008).
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atau rahn dan barang yang disewakan merupakan barang hutang. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di
Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) mengandung
unsur gharar, penipuan dan kecurangan bagi pihak rahin. penelitian ini
mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti
yaitu sama-sama membahas mengenai sewa menyewa sepeda motor yang
merupakan barang gadai dan sudah menjadi kebiasaan pada suatu daerah.
Sedangkan yang membedakan ialah akad sewa-menyewa yang terjadi tidak
ada kejelasan waktu pada objek gadai kepada si penyewa, sehingga
murtahin (penerima gadai) mengambil sepeda motor bisa sewaktu-waktu
dan ujrah yang tidak pasti.

5. Sebuah skripsi yang dituliskan oleh saudari Bagus Hermawan dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan
Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul”.!” pada tahun 2015.
Permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori gadai atau rahn.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan
Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul merugikan pihak
penggadai karena kerusakan barang jaminan ditanggung pihak penggadai.
penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji
oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan barang
gadai. Sedangkan yang membedakan ialah kerusakan barang gadai

ditanggung oleh penyewa.

17 Bagus Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent
Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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E. Tujuan penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktek nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap praktek nggadeni

di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

F. Kegunaan hasil penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka
diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi
pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis.
Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua
aspek, yaitu:
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan khusunya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan gadai
serta urf yang menerapkan masalah yang ada dalam penyewaan sepeda
motor sebagai barang gadai nggadeni, hasil penelitian ini bisa diharapkan
dapat menambah pengetahuan dan menambah memperluas wawasan hukum
Islam tentang praktek nggadeni.
2. Praktis

a) Bagi masyarakat
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Dapat dijadikan sebagai acuan dan memberikan gambaran kepada
masyarakat Suruh, Sukodono, Sidoarjo tentang hukum nggadeni,
sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat
Islam.

b) Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai acuan dan memberi gambaran pada
pembaca tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap transaksi
nggadeni.

c) Bagi penulis

Memberikan pengetahuan penulis tentang hukum Islam terhadap

penyewaan barang gadai dan sebagai syarat menempuh jenjang strata-1.
G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan yang bersifat operasional dari
konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam
menelusuri, mengguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.'®
Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian agar tidak menimbulkan
penyimpangan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami berbagai
istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah

yang berkenaan dengan judul diatas sebagai berikut:
1. Hukum Islam merupakan ketentuan upah mengupah yang bersumber dari al-

Qur’an, Hadits, dan pendapat Ulama’ khusunya tentang 7jarah dan urf’

18 Ibid., 9.
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2. Nggadeni merupakan praktik sewa-menyewa sepeda motor. Objek gadai
yang disewakan merupakan barang marhun (jaminan atau objek gadai).
Dalam sewa- menyewa ini tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada jangka
waktu yang ditentukan dan barang gadai bisa diambil sewaktu-waktu jika
penggadai menebusnya.

Dari definisi masing-masing variabel di atas dapat diketahui bahwa
maksud dari judul penelitian adalah pengkajian yang mendalam untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa sepeda motor sebagai
jaminan barang gadai menurut hukum Islam yang terdiri dari Rahn dan jarah
dan urf’.

H. Metode penelitian
Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara

berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya
bagaimana.!” Dan merupakan suatu cara untuk dapat mengetahui sasaran
penelitian yang dilakukan, meliputi prosedur penelitian dan teknik
penelitian.?’ Oleh karena itu metode penelitian merupakan hal penting yang
harus ada dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

Dalam penelitian ini, Jenis dan Pendekatan Penelitian didasarkan pada
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan
mendatangi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data terkait
permasalahan yang akan dikaji, bertujuan untuk mempelajari secara intensif

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit

19 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.
20 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN SA Press, 201), 42-43.
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sosial, invidual, kelompok, lembaga atau masyarakat.?! Dalam penelitian ini
berkaitan dengan praktek nggadeni.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana sifat alur
pemikirannya bersifat deduktif.?> Dan konsep ini lebih menekankan data
alamiah yang diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti.
Dan memiliki karakteristik meliputi: (1) melihat melalui sudut pandang atau
mengambil perspektif subjek, (2) mendeskripsikan detail sehari-hari yang
biasa berlangsung, (3) memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial
mereka, (4) menekankan waktu dan proses, (5) menggunakan desain
penelitian yang relatif tidak berstruktur, (6) menghindari konsep dan teori
pada tahap awal. Karakteristik ini disampaikan oleh Bryman (1988). 23
Metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

b. Praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo
2. Sumber Data

Sumber dalam tulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat

terkait praktik sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang gadai .

meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

2 Ibid., 52.

22 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2012), 98.

23 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif' (Jogjakata: Ar-Ruzz Media, 2017), 15-19.
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a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah
data dihasilkan.>* Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari
hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:
1) Pihak yang menyewakan barang gadai atau penerima gadai adalah
karyono
2) Pihak yang menggadaikan sepeda motor (Rahin) adalah Sutrisno,
Aminu
3) Pihak penyewa sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima
gadai adalah Suhudi, Sugiarti, Raga, Dini anatsha
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah
sumber data primer sehingga data yang dihasilkan dari sumber data
ini adalah data sekunder.”> Dalam penelitian ini data sekunder
diperoleh dari buku-buku yang mempunyai keterkaitan langsung
dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sumber
sekunder dalam penelitian ini adalah website mengenai profil Desa
Suruh Sukodono Sidoarjo dan kwitansi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data

yang secara nyata digunakan untuk menggali data yang diperlukan

24 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif’ dan
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik,Komunikasi, Manajemen, dan pemasaran
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

2 Tbid., 98.
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dalam penelitian ini. Adapun untuk memperoleh data yang benar
dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk
pengambilan data yaitu:
1) Wawancara
Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan responden.?® Dalam penelitian
ini wawancara akan dilakukan secara langsung oleh 5 orang
penyewa sepeda motor sebagai barang gadai, 2 orang murtahin
(sebagai penerima gadai), dan serta 5 orang penggadai.
2) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian terkait.?’
Data tersebut meliputi kwitansi dan dokumen lainnya yang berkaitan
dengan sewa menyewa sepeda motor yang merupakan barang gadai
oleh penerima gadai di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo.
4. Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan dan diolah dengan teknik pengolahan
data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis

data penelitian kualitatif dilakukan terbatas pada teknik pengolahan

26 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & FEkonomi, Format-format Kuantitatif dan
Kualitatit untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik,Komunikasi, Manajemen, dan pemasaran
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

%7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2003), 107.
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data dengan mengecek data, tabel, dan grafik yang tersedia untuk
kemudian diuraikan dan ditafsirkan.?®

Dalam penelitian ini data yang sudah diperoleh dari lapangan
akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Metode deskriptif kualitatif lebih memfokuskan pada analisis data
yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian bergerak
kearah pembentukan kesimpulan.?® Dalam metode ini memfokuskan
penulis untuk menganalisa data yang berkaitan dengan praktik sewa-
menyewa sepeda motor sebagai barang gadai di Desa Suruh,
Sukodono, Sidoarjo.

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan
pendekatan induktif. Tujuan pendekatan induktif adalah untuk
mengemukakan hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan
data yang sudah diperoleh dalam penelitian. Dengan menggunakan
pendekatan induktif dalam penelitian ini, yang akan diolah adalah data
lapangan mengenai praktik sewa menyewa sepeda motor yang
merupakan barang gadai yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam
(ijarah dan urf) sehingga dapat ditemukan pemahaman terkait praktik
sewa menyewa sepeda motor yang merupakan barang gadai yang sesuai

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

28 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, 208.
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 290.
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Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan
pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat
penelitian. Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan
sistematis maka dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab,
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, keguanaan hasil penelitian, definisi operasional,
metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang mendukung dalam penelitian
adalah: pembahasan mengenai gadai (raAn) dalam Islam, dalam hal ini
memuat landasan teori tentang sewa menyewa (fjarah) yang isinya melliputi
pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun
sewa menyewa, macam-macam Sewa menyewa, sewa menyewa yang
diperbolehkan dan dilarang, akhir sewa menyewa. Selain itu juga membahas
mengenai urf (kebiasaan) yang meliputi pengertian wrf, pembagian urf,
kedudukan wurf'sebagai dalil syara’, hukum dapat berubah karena perubahan
urt.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian di Desa

Suruh, Sukodono, Sidoarjo yang meliputi: letak geografis, dan demografis,
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pelaksanaan akad gadai dan praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai
barang gadai oleh penerima gadai (murtahin).

Bab keempat ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis
penulis mengenai praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai barang gadai
Dan analisis hukum Islam terhadap transaksi nggadeni di Desa Suruh,
Sukodono, Sidoarjo.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat
penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya
memberikan saran. Kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari rumusan
masalah. Sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis mengenai
praktik sewa menyewa (7jarah) sepeda motor sebagai barang gadai di Desa

Suruh, Sukodono, Sidoarjo.



BABII

KONSEP GADAI (RAHN), SEWA-MENYEWA (IJARAH), DAN URF

A. Rahn
1. Pengertian Rahn

Al-Rahn dalam Bahasa Arab (arti /ughat) berarti al-thubut wa al-
dawan (tetap dan kekal). Sebagian ulama dapat /ughat memberi arti
al-rahn dengan al-habs (tertahan). Sedangkan definisi a/-rahn menurut
istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta
dalam pendangan syara’ untuk kepercayaan serta utang, sehingga
memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda
itu. Dapat diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan
menyerahkan barag dan dengan batas (bila telah sampai waktunya
tidak di tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang
memberi pinjaman.!

Secara etimologi, rahn yaitu sebagai berikut: pertama, menurut
Syaid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, rahn
adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’
sebaai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh
mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang

itu. Kedua, menurut fatwa DSN-MUI rahn adalah menahan barang

! Saiful Jazil, Figih Mu’amalah (Surabaya: UINSA Perss, 2014), 115.



sebagai jaminan atau utang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah rahn atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam
oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.?

2. Dasar Hukum Rahn
a. Al-Qur’an

Q.S Al-Bagarah ayat 283:
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan” (Q.S A/-Bagarah ayat 283).?

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seorang
berada dalam keadaan berpergian dan hendak melakukan suatu
tindakan bermuamalah atupaun suatu transaksi hutang-piutang,
kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai
dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta

kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau

2 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 246.
3 Kementerian Agama R1, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahannya ..., 49.



penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau
barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegangatau
hutang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua
beah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling
mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi
gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan
akan terjadai suatu perselisihan antara para pihak yang

bersangkutan.*

b. Al-hadith

N\
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“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dalam
membayar utangnya.”

°

Ulab crdl dlag ale
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“Hadith bersumber dari Aishah r.a bahwa Nabi SAW pernah
hutang makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan
baju besi.”®
c. Ijma’

Para ulama telah bersepakat bahwa rahn/agadai itu boleh

dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya,

4 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam 123.

> Sugiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014),
104.

& Ibid., 105



demikian pula dengan landasan hukumnya. Di samping itu,
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-
MUI/II/2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan
barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.
Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu

tidak berpergian maupun waktu berpergian.’

3. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada

beberapa yaitu:®

a. Pelaku akad
1.) Rahin (orang yang menyerahkan barang)
2.) Murtahin (orang yang menerima barang)
b. Objek akad
1.) Marhun (barang jaminan)
2.) Marhun bih (pembiayaan atau utang)
c. Sighat
1.) Tjab (serah)
2.) Qabul (terima)
Syarat Rahn

a. Syarat Sighat

7 Muhammad Y azid, Hukum Ekonomi Islam 124.
8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ..., 108.



Menurut ulama Hanafiyah, rahn (jaminan) tidak boleh
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan perjanjian
jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu
atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak
sah/batal, sedang perjanjianya tetap sah. Sedangkan menurut
ulama Malakiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mengataan bahwa
apabla syarat itu adalah syarat yabg mendukug kelancaran
perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat
tersebut bertentangan dengan perjanjian rahn, maka syaratnya
batal.’

b. Syarat rahin dan murtahin

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum,
kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang
yang sudah baligh dan berakal.!”

c. Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan) menurut para ahli
figh adalah:!!
1.) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan
besarnya utang
2.) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut

ketentuan syariah Islam; sehubungan itu, misalnya khamar

® Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014),
148.

10 1bid., 149.

11 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia ..., 79



(minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat
dimanfaatkan menurut syariah Islam, barang yang demikian
itu tidak boleh dijadikan agunan

3.) Agunan itu harus jelas dan tertetu (harus dapat ditentukan
secara spesifik)

4.) Agunan itu milik sah debitor sendiri

5.) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang hak orang lain

(bukan milik orang lain,baik sebagian maupun seluruhnya).

6.) Agunan itu harus merupakan harta yang wutuh, tidak
bertebaran di beberapa tempat

7.) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik
materinya maupun manfaatnya.

d. Syarat marhun bih (pembiayaan/utang) sebagai berikut:!2

1.) Marhun bih harus merupakan hak yang wajib diserahkan
kepada pemiliknya. Marhun bih harus berupa pembiayaan atau
utang yang diberikan kepada nasabah, dimana nasabah wajib
membayar utang tersebut.

a.) Jika marhun bih dalam bentuk utang, maka akad rahn
boleh, bagaimanapun bentuk utang tersebut, baik itu
berupa pinjaman utang atau karena jual beli (tidak secara
tunai), atau utang dalam bentuk denda karena merusakkan

suatu barang

12 Wahbah az-Zuhaili, figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.



b.) Jika marhun bih berupa al-‘Ain (barang, harta yang
wujudnya sudah konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau
utang), maka penjelasannya sebagai berikut.

Apabila al-‘Ain (barang, harta yang wujudnya sudah
konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) berupa barang
amanat, seperti barang titipan, barang pinjaman, sewa,
harta akad as-Syarikah dan al-Mudarabah, maka tidak
boleh menjadikannya sebagai marhun bih berdasarkan
kesepakatan ulama.

2.) Marhun bih harus berupa utang yang dimungkinkan untuk
dipenuhi dan dibayar dari marhun (barang yang digadaikan)

3.) Hak yang menjadi marhun bih harus diketahui dengan jelas
dan pasti.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah
utang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa
utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus
lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan dikathui oleh
rahin dan murtahin.”’

4. Pemanfaatan Marhun (Barang gadai)

a. Pemanfaatan oleh rahin

13 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 175.



Menurut  pendapat  ulama  Syafi’iyyah, mereka
berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang
gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak
perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan
lain-lain. Akan teteapi jika menyebabkan barang gadai berkurang
seperti sawah, kebun, rahin harus minta izin kepada murtahin. Hal
ni berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, mereka berpendapat
bahwa rahin tidak boleh memnafaatkan barang gadai tanpa seizin
murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya
tanpa seizin rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus
tetap dikuasai oleh murtahin selamanya. Adapun mayoritas
fugaha’ dari kalangan Hanafiyah, Malakiyyah, Syafi’iyyah
berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil
manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak

penggadai.'4

b. Pemanfaatan oleh murtahin
Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai
(murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seijin
penggadai. Apabila barang gadai berupa hewan, penerima gadai
boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar
seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya.

Dalam hal ini ijin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut

14 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi Dan Bisinis Islam Il (Surabaya: UINSA Press, 2014), 69.



madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau
sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah,
pemegang agunan tidak boleh memanfatkan.!3

Pemanfaatan marhun (barang gadai) dalam Islam tetap
merupakan hak rahin termasuk hasil barang gadaian tersebut,
seperti anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian
dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang dan dipegang oleh
murtahin, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan
murtahin memanfaatkan marhun merupakan perbuatan yang
melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis girad yang melahirkan
kemanfaatan dipandang sebagai riba. Marhun tetap berada dalam

penguasaan murtahin selama orang tersebut melunasi utangnya. !

5. Berakhirnya Rahn

Berakhir dan selesainya rahn karena beberapa hal, dianataranya

yaitu:!7

Diserahkannya marhun kapada pemiliknya.

Karena marhun adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu
jika marhun diserahkan kepada pemiliknya maka tidak ditemukan

lagi yang Namanya al/-Istiitsaag (jaminan penguat utang).

b. Terlunasinya seluruh utang yang ada (marhun bih)

15 Abu Azamm Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer ...,155.
16 Saiful Jazil, Figih Muamalah ...,123.
17" Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu ..., 229.



Apabila rahin telah melunasi seluruh marhun bih, maka akad

rahn secara otomatis selesai dan berakhir.

Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas
perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika rahin
menolak untuk menjual marhun

Apabila marhun dijual dan utang yang ada dilunasi dengan
harga hasil penjualan tersebut, maka rahn selesai dan berkahir.
Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran
sendiri yang dilakukan oleh rahin atas seizin murtahin, maka jika
penjualan tersebut berlangsungsetelah jatuhnya tempo pelunasan
utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak
murtahin.
. Terbebasnya rahin dari utang yang ada walau dengan cara apapun,

walaupun dengan akad hawalah

Seandainya murtahin menerima suatu barang gadaian yang
lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka marhun

dianggap telah ditebus

Pembatalan akad rahn dari pihak murtahin

Pembatalah akad raAn oleh murtahin menurut ulama
Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan
marhun kepada rahin. Karena akad rahn tidak berlkau mengikat

kecuali dengan al-Qabdhu (pemegangan marhun oleh murtahin),



maka begitu pula pembatalan akad rahn juga harus dengan al-
Qabdhu, yaitu dengan menyerahkan marhun kepada rahin.
Sementara menurut ualama Malikiyyah, akad raAn menjadi batal
dengan membiarkan marhun berada di tangan rahin hingga ia

menjualnya

f. Menurut Malikiyyah, akad rahn batal apabila sebelum al/-Qabdhu

(diserahkannya marhun ke tangan murtahin)

Menurut ulama Hanafifiyyah juga batal dengan meninggalnya
rahin atau murtahin sebelum diserahkannya marhun kepada
murtahin. Namun akad rahn tidak batal dengan kepailitan yang
menimpa rahin. Sedangkan menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah,
akad rahn tidak batal karena meninggalnya rahin atau murtahin

sebelum diserahkannya marhun ke tangan murtahin.

g. Binasanya marhun

Karena marhun adalah barang amanat di tangan murtahin
sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali ada

unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari murtahin.

h. Melakukan pentasharufan terhadap marhun dengan

meminjamkannya, menghibahkan atau mensedekahkannya

Rahn selesai dan berakhir ika salah satu pihak, yaitu rahn atau

murtahin, melakukan pentasharufan terhadap marhun dengan



meminjamkannya, menghibahkannya, mensedekahkannya atau

menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

B. ILjarah
1. Pengertian Jjarah

Dalam figh muamalah, sewa- menyewa disebut dengan kata
ijarah. Kata ljarah di derivasi dari bentuk fi’il “ajara-ya’juru-ajran’.
Ajran semakna dengan kata a/- “wadh yang mempunyai arti ganti dan
upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.'® Sedangkan menurut
istilah syara’, 7jarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian.

Lafal jjarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau
imbalan. Dalam arti yang luas, 7jarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah
tertentu. /[jarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah
dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa,
kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Menurut etimologi, fjarah adalah (menjual manfaat).!® Secara
terminologi, di kemukakan beberapa pendapat para ulama’, antara
lain:

a. Menurut Ali al-Khafif, a/-jjarah adalah transaksi terhadap

sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. 2

18 Qamarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.
19 Rachmat Syafei, Figh Muamlah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121.



b. Menurut hanafiyah bahwa jjarah ialah:
Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. ”

c. Menurut ulama Syafi’iyah: %!
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Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung

maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti
atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

d. Menurut Ulama’ Malikiyah dan Hanabilah:
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Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah
dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

e. Menurut Sayid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya
[jarah adalah penjualan manfaat.?

f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat
tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-
syarat tertentu.?

Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),

ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

20 Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
72.

21 Ibid., 121-122.

22 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 99.

23 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 115.



atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.?*
Berdasarkan definisi- definisi di atas, kiranya dapat dipahami
bahwa Jjjarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya,
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan
upah mengupah, sewa menyewa adalah: Menjual manfaat (Bay’ al-
mannati’) dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan

(Bay’ al-quwwah).

2. Dasar Hukum Jjarah

Al- fjarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam
Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau
boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’
berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma
Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-jjarah sebagai
berikut:
1) al-Qur’an

a) Surat at-Thalaq ayat 6:

Artinya:"...jika mereka  menyusukan (anak-anakmu)
untukmu, maka berikanlah mereka upahnya...” (Q.S.
at-Thalaq: 6).%

24 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138.
5 Noor Harisudin, Figih Muamalah 1 (Jember: Pena Salsabila, 2014), 49.



b) Surat al-Qashash ayat 26:
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Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”” (Q.S.
al-Qashash ayat 26)2°

¢) Surat Az- Zhukruf ayat 32:
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
(Q.S. Az-Zhukhruf: 32)%7

2) As-sunnah

a) H.R Ibn Majah:

26 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010),

27 Suqgiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
94.



Dari Ibnu Umar ra., ia berkata : “Rasulullah saw. Bersabda :
“berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering .” (HR. Ibnu Majah/ Bulughul Maram: 941)28

b) HR. An-Nasa’iy:

f
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Rasulullah saw bersabda: “siapa yang menyewa seseorang
hendaklah ia beritahu upahnya.”?’

3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.3°
3. Rukun dan Syarat 7jarah

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun
tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna
(cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).?!

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi ruklun 7jarah
adalah:/
a) ‘Agid(orang yang akad)

1) Mukri/mu’ajir (pihak yang menyewakan)

2) Muktari/musta jir (pihak yang menyewa)

28 Ahmad Muhammad Yusuf, Ensikloedia Tematis Ayat Al-Qur’an & Hadist Jilid 7 (Jakarta:
Widya Cahaya, 2009), 55.

2 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
94.

30 Ibid., 124.

31 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 193.



Adanya kedua pihak yang akan melangsungkan akad
mempunyai syarat yaitu; Baligh, berakal, cakap dalam
mengendalikan harta, dan saling meridhoi.

b) Ma’qud ‘alaihi (objek perjanjian atau manfaat)

Selalu memperhatikan manfaat yang akan di dapat ketika
akan melakukan akad jjarah dan syarat barang sewaan adalah
dapat dipegang atau dikuasai.

c) Sigat (ijab dan qabul)

Saat melakuka ijab dan qabul harus menggunakan kalimat
yang jelas, mudah dipahami, dan terbuka sehingga dimengerti
oleh pihak penyewa.

d) Ujrah (upah)

Besarnya upah yang dikeluarkan harus diketahui oleh
kedua belah pihak. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh
kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam
upah mengupah.?> Dan Para ulama telah menetapkan syarat
upah, yaitu: berupa harta tetap yang diketahui dan tidak boleh
sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah
menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah
tersebut.

sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-ingad (terjadinya

akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksana akad), syarat sah, dan syarat

32 Sohari Sahrani; Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.



lazim yang harus terpenuhi agar transaksi jjarah yang dilakukan bisa sah
dan legal menurut syariat.3
1) Syarat terjadinya akad

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyis adalah syarat ijarah
dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan
demikian, akad anak mumayyis adalah sah, tetapi bergantung atas
keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad
harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyis
belum dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksana (an-nafadz)

Agar Jjjarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahl/iah). Dengan demikian,
ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan
adanya rjarah.

3) Syarat sah jjarah

Kebenaran 7jarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang akad),
ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat
akad (nafs al-‘agad), yaitu:3*

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt:

33 Noor Harisudin, Figih Muamalah I (Jember: Pena Salsabila, 2014), 50-53.
34 Rachmat Syafei, Figh Muamlah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 126.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’ : 29)%

b) Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alaih (barang) menghilangkan
pertentangan di antara aqid. Cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih
(barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan
waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika 7jarah atas pekerjaan
atau jasa seseorang.

a. Penjelasan manfaat
Dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.
Tidak sah mengatakan, “saya sewakan salah satu dari rumah
ini.”
b. Penjelasan waktu

Ulama syafi’iyah mensyaratkan penetapan awal waktu

akad, sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan

ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c¢. Sewa bulanan

35 Kementrian Agama RI, Ar- Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Mikraj Khazanah
[lmu, 2013), 84.



Menurut Ulama Syafi’iyah, seseorang tidak boleh
menyatakan, ‘“saya menyewakan rumah ini setiap bulan
Rp.50.000,00” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad
baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan

menyatakan, “saya sewa selama sebulan.”

Menurut jumhur Ulama’ akad tersebut dipandang sah akad
pada bula pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada
pemakaiannya. Dan yang paling penting adalah keridhaan dan

kesesuaian dengan uang sewa.

Penjelasan jenis pekerjaan
Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika menyewa
orang untuk bekerja sehinggga tidak terjadi kesalahan atau
pertentangan.
Penjelasan waktu kerja
Batasan waktu bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan
dalam akad.
Ma’qud ‘alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara’
Dipandang tidak sah menyewa hewan seseorang perempuan yang
sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara’.

Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’



pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang
dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau
menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.
Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Misalnya menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa dan lain-
lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayanainya sebab
hal itu merupakan kewajiban istri.
Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sbeba manfaat
dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Dan tidak mengambil
manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum,
mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu di
dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthuni bahwa
Rasulullah SAW “melarang untuk mengambil bekas gilingan
gandum.”

Ulama hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya

jelas sebab hadis di atas dipandang tidak sahih.

4) Syarat Lazim

Syarat kelaziman 7jarah atas dua hal yaitu:

a.

Ma’qud ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat
Jika terdapat cacat pada ma’qud ‘alaih, maka penyewa boleh memilih

antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.



Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan
kemudharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam
memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau
pekerjaan menjadi sisa-sia.

2)  Uzur dari pihakyang disewa, seperti barang yang disewakan harus
dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali
menjualnya.

3)  Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi
menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Sifat dan Hukum Jjarah

1)  Sifat Jjarah

Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa 7jarah adalah akad lazim yang
tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak
pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Sedangkan menurut ulama
Hanafiyah, ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad
dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

2)  Hukum Jjarah
Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akad 7jarah ini:

a) Tidak boleh ijarah atas amal-amal mendekatkan diri pada

Allah dan ibadah, seperti; adzan, haji, fatwa, qadha’ (dalam

ibadah), imamah dan mengajar al-Qur’an, karena semuanya



adalah ibadah kepada Allah, namun pihak yang melakukannya
boleh menerima rizki dari baitul Mal.3¢

b) Pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang
disewakan kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya,
penyewa wajib menjaga barang yang disewa, dan membayar
upah diwaktu yang disepakati.

c¢) Tidak boleh membatalkan akad ijarah oleh salah satu dari
kedua belah pihak kecuali dengan kerelaan dari pihak yang lain
bila salah satu dari keduanya meninggal, sementara barang
yang disewakan masih ada, maka akad tidak batal, dan

dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Hukum 7jarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi
penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang
menyewakan ma’qud ‘alaih, sebab ijarah termasuk jual beli

pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.3’

Hukum Jjjarah rusak apabila penyewa telah mendapatkan
manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar
lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi, jika
kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis

pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

36 Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar ‘Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam’ (Jakarta: Darul
Haq, 2017), 389.
37 Ibid., 131.



Jafar dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah fasid
sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan

nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

5. Macam-Macam Jjarah

Menurut para ulama figh ljarah dilihat dari segi objeknya, terbagi
dua, yaitu sjarah terhadap benda atau sewa-menyewa yang bersifat
manfaat, dan 7jarah atas pekerjaan atau upah-mengupah yang bersifat
pekerjaan.’®
1) [ljarah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat.

ljarah yang bersifat manfaat contohnya adalah:

a) Sewa-menyewa rumah

b) Sewa-menyewa toko

¢) Sewa-menyewa kendaraan

d) Sewa-menyewa pakaian

e) Sewa-menyewa perhiasaan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan
manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka
menurut para ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan
objek sewa-menyewa. Dan cara memanfaatkan barang sewaan
yaitu:

1. Sewarumah

38 Tbid., 53.



Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk
memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan
sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi
atau dipinjamkan pada orang lain.

2. Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa
yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan
diatasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak.
Karena dikhawatirkan akan mleahirkan persepsi yang berbeda
antara pemilik tanah engan penyewa dan pada akhirnya akan
menimbulkan persengketaan.

3. Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan
lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu
waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan

dibawa atau benda yang akan di angkut.

Dan jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak
atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknya lah yang berkewajiban
memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik
barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya
sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak

diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil,

3% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2013), 332



2)

seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban

penyewa.*

ljarah bil ‘amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau

jasa. [jarah yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Menurut para ulama figh, jjarah jenis ini hukumnya dibolehkan

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang

jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada dua
macam yaitu;

a) ljarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang
pembantu rumah tangga.

b) [ljarah yang bersifat serikat yaitu, sekelmpok orang yang
menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti
tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Kedua bentuk jjarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan

pembantu), meurut para ulama’ figh jukumnya boleh.

ljarah dilihat dari segi perjanjiannya, ijarah dibagi kedalam
beberapa jenis, yaitu: ijarah amal, ijarah ain, ijarah wa igtina,
ijarah musyarakah muntanaqisah, ijarah multijasa. penjelasan
ijarah amal dan ijarah ain ini sama dengan penjelasan sebelumnya.

Sedangkan ijarah wa iqtina, ijarah musyarakah muntanaqisah,

40 Ibid, 132-133.



ijarah multijasa, Produk ini banyak digunakan oleh bank-bank

syariah di Indonesia.*!

6. Berakhirnya Jjarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian
yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak
berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena
termasuk timbal balik. Ijarah berakhir karena sebab-sebab sebagai
berikut:+

a) Menurut Hanafiyah, akad jjarah berakhir dengan meninggalnya
salah seorang dari dua orang yang berakad.

b) Akad Jjjarah berakhir dengan igalah (menarik kembali). [jarah
adalah akad mu’awadhah. Disini terjadi proses pemindahan benda
dengan benda sehingga memungkinkan untuk iga/ah, sseperti pada
akad jual beli.

c) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan
sewaan mati atau rumah sewaan hancur.

d) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah

selesai, kecuali uzur atau halangan.

41 Qutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syaria ‘Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumya’
(Jakarta: Kencana, 2014), 272-277.
42 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 140.



Apabila jjarah telah berakhir waktunya, penyewa wajib
mengembalikan barang sewaan utuh, seperti semula. Bila barang
sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman,
maka boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan

pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.

C. ‘U
1. Pengertian Urf

‘urt secara etimologi berasal dari kata ‘arafa, yu’rifu sering
diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”.
Atau berarti “yang baik”.*3 Para ulama ushul figh membedakan antara
adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu
dalil untuk menetapkan hukum syara’. Istilah wurf dalam pengertian
tersebut sama dengan pengertian istilah a/ adah (adad istiadat). Adat

di definisikan dengan:
his B3l 22 3 5 S SN

‘sesuatu yang dikerjakan secara berulangulang tanpa adanya hubungan
rasional ™44

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan
dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak
itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut

permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur,

4 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jkarta: AMZAH 2009), 333.
4 Nasrun Haroen, Usul Figh 1, (Jakarta: Logos, 1997), 137-138.



makan, mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan
yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan
hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat istiadat juga bisa muncul
dari sebab alami, seperti cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis,
dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh
dan kelambatan tanaman berbuah. Disamping itu, seperti perubahan

budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Adapun ‘urfmenurut ulama ushul figih adalah:

J;g;\ 433 3 W ),@ 35l

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan™>

Berdasarkan definisi ini, salah seorang guru besar figh Islam
mengatakan bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih
umum dari urf” Suatu urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan
orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu
dan urf'bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam
kebanyakan yang ada, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan
pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah
tertentu yang menetapkan bahwa untuk memnuhi keperluan rumah
tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari mas kawin yang
diberikan suami dan menetapkan ukuran tertentu dalam penjualan

makanan.

4 Tbid., 138.



Adapun dari segi terminologi, kata urf mengandung makna:

e B30 el LY B a8 e o 1 D B3
s G e 552 5305 Y3 &l Y ol g2

“Sesuatu  yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara
mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan
pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian
lain,”46

Kata ‘urf” dalam pengertian terminology sama dengan istilah a/-

adah (kebiasaan), yaitu:
JHAIL e ¢ el 450 J3A A 2 e300 3 AR

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya
diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”*’

Para ulama mendefinisikan a/- ‘adah dengan:

13,8 SIS Sl Eo 2hdT 5 2ail 3 st 1 e S G A Al
“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya
dalam ucapannya dan perbuatanya sampai hal tersebut menjadi biasa
dan berlaku umum."43

Hal ini dikuatkan dengan adanya ayat al-Qur’an sebagai berikut :
Gl B 2 o 2y s A s e

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A’raaf:
199)%

4 A . Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006) , 80.

47 Ibid., 209.

8 Tbid., 80.

4 Kementrian Agama RI, Ar- Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Mikraj Khazanah
[lmu, 2013), 84.



2.

Dari beberapa definisi di atas, Kata a/-‘adah ialah apa yang
dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (a/- ‘adah al-
‘ammah) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan
masyarakat. Para ulama figih juga merumuskan kaidah-kaidah figih

yang berkaitan dengan urf, diantaranya yang paling mendasar:
1) RERRHA . Adat kebiasaan itu

bisa menjadi hukum .3

2) 4&"3}‘3 ] )i*" (&;y‘ 588N Tidak  diingkari
perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

3) b LS 6 ok Dyl :  Yang baik itu
menjadi ‘wurf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi
syariat.

4) SRl o BE L S :  Yang ditetapkan

melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat

dan atau hadist).

5) a6y 3 SN : Hukum asal untuk

masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.

Dasar Hukum urf

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada
dalil yang melarang. Ini kaedah penting dari kaedah fikih yang patut
diingat. Dan dikuatkan dengan adanya dalil-dalil sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

50 Tbid., 33.
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“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu’ (QS. Al Baqgarah: 29).5!

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita
segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara

pemanfaatan apa pun.

2) Hadist
Dari Sa’ad bin Abi Waqqosh, Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
P P o 3 .2 P P P z 2 o 2 ]
Al gi 2l G ggfn:,}\ 55 0lad Las alis L};\ 1 ooliae LSas
3 Geabantdl B2 Oy 2lag ale @ o & J2; 00 00 w0 o2
axdloa J;/T Lo D B pond 2od ] gffi 52 o pa st padandll

3)

“Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu syaibah]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az zuhri]
dari [Amir bin Sa'd] dari [Bapaknya] ia berkata, 'Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seorang
muslim yang paling besar kejahatannya kepada kaum muslimin
adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang belum
diharamkan, lalu hal itu diharamkan atas semua manusia karena
sebab pertanyaannya tersebut.">?

Hadist ini menjelaskan tentang hukum asal adat adalah boleh,
tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa
dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah,

(2) ada dalil yang melarang.

[jma’

31 bid., 6.

52 https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3994, diakses tanggal 06 Desember 2019.
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Selanjutnya Para ulama memberikan ungkapan lain untuk

kaedah di atas.

Yl Gyl 4 B as Ly Wi o el

“‘Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang
memalingkan dari hukum bolehnya. ‘%7

3. Pembagian urf
Para ulama ushul figh membagi urf kepada tiga macam:
1) Dari segi keabhsahannya dari pandangan syara, wrf terbagi dua
yaitu adat yang benar dan adat yang rusak.>*
a) Adat yang benar (a-urf al-Sahihah)

Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan
manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak
menhalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin
menjadi dua (di dahulukan dan di akhirkan), adat seorang istri
tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas
kawin dari suaminya.

b) Adat yang rusak (al-urf al-Fasidah)

Adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh
manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan
yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak

kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat

33 Tbid., 88.
54 Abdul Wahhab Khallaf, Z/mu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) , 117.



kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad
perjudian.

Contoh lain adalah dalam “penyuapan”.  Untuk
memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah
uvang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang
dilakukan seseorang. la memberikan sejumlah uang kepada

orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk al-urf

al-fasidah.>>

Ditinjau dari segi obyeknya, urf dibagi dua, yaitu : 36

a) urflafzhi qauli

[alah kebiasaaan masyarakat yang dalam mempergunakan
lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna
ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran
masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan
kata “walad” untuk anak laki-laki, padahal, menurut makna
aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.
Dalam memahami kata walad kadang digunakan urf qauli
tersebut. Umpamanya dalam memahami kata walad pada surat

an-Nisa’ (4): 176:

- - 2 G < ° ,4 ° Z 3 / PR K]
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53 Ibid., 141.

56 Suwarjin, Ushul Figih (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.



b)

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal.’
Urf amali

[alah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti
kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad,
kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah
air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabotan
rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan,

mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, dan lain-

lain.

3) Dari segi cakupannya, wurf'terbagi dua, yaitu wurf al-am (kebiasan

yang bersifat umum) dan wrf al-khash (kebiasaan yang bersifat

khusus).>8

a)

Kebiasan yang bersifat umum (urf al-am)
Ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas
diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam

jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk

57 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Keancana, 2011), 390.

58 Tbid., 107.



memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban
serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya
tambahan.

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (urf'al-khash)

[alah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat
cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan
untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat
mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan

mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

4. Kedudukan al/-Urfsebagai Dalil Syara’

Pada mulanya, semua ulama menyepakati kedudukan a/-urf al-
shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Lalu, di antara mereka
terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya
sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah
yang palling banyak menggunakan al-urf sebagai dalil, dibandingkan
dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.>®

Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara’, di dasarkan atas
argumen-argumen berikut ini.

1) Firman Allah Swt pada surah al-A’raf (7): 199:

P
° o £ .

bad 5 o 5T Sty

z

5 3am)l At

59 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., 212.



2)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
(Q.S. al-A’raf : 199)%°

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin
untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah, yang
di nilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-
ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang
benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran
Islam.®!

Ucapan Rasulullah SAW abdullah bin mas’ud
Ko 345 g0 O3 ILs 2es 1 Ko 345 s O3 SRS
5 A
“Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslumin adalah baik
di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia

buruk di sisi Allah”¢?

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas, baik dari segi redaksi
maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang
sejalan dengan tuntutan umum syari’at Islam, adalah juga
merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Dan sebaliknya
hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik

oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan

%K ementrian Agama RI, Ar- Rahim Al-Qur’an..., 177.

61 Tbid., 212.
62 Tbid., 213.



dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercantum dalam firman

Allah surat al-Maidah (5): 6:

-

ek L

L E P
S5 e e aile dand A g i

\k(.
L

Allah tidak hendak menyulitkan kamu,tetapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamubersyukur.6?

5. Syarat-Syarat Urf

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa urf dapat dijadikan

sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, jika

memenuhi syarat berikut:%

1)

2)

Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang
bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya
urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas
masyarakat,

Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan
ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan
dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus
yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini

terdapat kaidah yang berbunyi:

SR

63 Ibid, 109.

%4 Totok Jumantoro & Samsul Munir A, Kamus Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2014), 335.



3)

4)

“urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran
hukum terhadap kasus yang telah lama”

Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara
jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi
apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-
hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es itu
dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun urf
menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan
pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara
jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke
rumahnya maka urfitu tidak berlaku.

Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan
hukum yang dikandung nash itu tidak dapat ditetapkan. Urf
seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena ke-
hujjahan urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang

mengandung  hukum  permasalahan yang  dihadapi.®

65 Thid., 144.



BAB III

PRAKTIK NGGADENI DI DESA SURUH SUKODONO SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

Desa Suruh berada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur. Desa Suruh memiliki luas Wilayah 231.29 km?2,
yang sacara administratif pemerintah terbagi menjadi 5 RW dan RT 18
dengan jumlah penduduk 3.654 Jiwa. Kondisi geografis Desa SURUH
terdiri dari hamparan daratan tanah darat yang sebagain tanah sawah
pertanian. Desa Suruh dilewati oleh aliran sungai diujung barat sampai
timur sepanjang 1 km yang digunakan sebagai irigasi pengairan lahan
persawahan sekaligus untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru
desa.

Desa Suruh tergolong wilayah yang dekat dengan sarana
transportasi udara yaitu bandara Lanudal Juanda sekitar 1 m sebelah utara
desa Suruh. Desa Suruh juga tergolong desa-desa diwilayah pesisir,
namun posisinya masih sekitar 2,7 km dari tepi laut Jawa yang berada
pada arah Timur Desa.!

yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan sudah
mengikuti zaman modern saat ini. Akan tetapi Mayoritas mata pencarian

penduduk Desa Suruh bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang

! http://suruh.sukodono.id/, Sidoarjo, Tanggal 27 Novembber 2019
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sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah
tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan
perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal lain yang perlu
diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan
kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian
kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang
perdagangan. Dan di Desa ini terdapat sistem bermuamalah yang unik,
yaitu transaksi gadai kemudian barang yang dijadikan objek gadai yaitu
sepeda motor. Dalam hal ini pihak penerima gadai menyewakan barang
hasil gadai tanpa seizin pemilik barang, yang mana dalam akad tersebut
tidak ada kejelasan atau tidak sesuai dengan akad sewa-menyewa sesuai
dengan syariat Islam. Maka dari itu transaksi yang unik ini menjadikan
penulis tertarik untuk meneliti sistem sewa-menyewa sepeda motor yang
digunakan sebagai barang gadai di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.
Nggadeni merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh
masyarakat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo untuk bertransaksi sewa
menyewa sepeda motor yang digunakan sebagai barang gadai.
Maksudnya ialah barang yang disewakan merupakan barang yang
digadaikan oleh pemilik barang ke pihak penerima gadai, namun disisi
lain, penerima gadai juga menyewakan barang gadai tersebut untuk

disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan.
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B. Pelaksanaan Nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo
1. Latar Belakang Terjadinya Nggadeni

Pada dasarnya masyarakat di Desa Suruh Sukodono
Sidoarjo, mayoritas bekerja di bidang pertanian. Terkadang hasil
panennya menjadi tidak menentu dan banyak lahan pertanian yang
sudah dilandas untuk dibangun perumahan-perumahan. Hal ini
sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pokok atau
kebutuhan lainnya. Dengan demikian masyarakat Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo lebih memilih untuk menggadaikan barang
bergunanya untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sebagaimana
yang di katakan oleh sutrisno “karna BPKB masih di gadaikan dan
utang belum lunas, jadi saya gadaikan motornya juga ke
penggadaian di orang pribadi urusanya juga lebih mudah dan
cepat.”!

Pelaksanaan akad gadai sepeda motor yang ada di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo pada umumnya dilakukan secara perorangan,
yang mana pihak penggadai mendatangi pihak penerima gadai untuk
meminjam sejumlah uvang kemudian penggadai menyerahkan sepeda
motor miliknya sebagai bentuk jaminan atas utangnya kepada pihak
penerima gadai. Menurut hasil wawancara dengan pihak penerima
gadai perjanjian dalam akad gadai sepeda motor tersebut “hanya

ada ketentuan, bahwa pihak penggadai diwajibkan membayar

!'Sutrisno, Wawancara, tanggal 25 November 2019.
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angsuran dan bunganya setiap bulannya kepada penerima gadai dan
pada saat penyerahan di awal sudah dipotong 2,5% '? serta dalam
akad berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti
akad gadai yang dinyatakan oleh para pihak (penggadai dan
penerima gadai) secara lisan. Hanya ada bukti secara tertulis yang
mencantumkan nama penggadai, alamat penerima gadai, serta
jumlah uvang yang dipinjam oleh penggadai.

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai dan
penerima gadai merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan
gadai tersebut, akad gadai dapat diwujudkan dengan adanya
kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai.

Akan tetapi dalam praktinya, pelaksanaan akad gadai
sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo tidak di
cantumkan pada awal pelaksanaan akad tentang sewa-menyewa
barang gadai ke pihak ketiga oleh penerima gadai.

Praktik sewa-menyewa sepeda motor atau transaksi
pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo ini merupakan sudah menjadi hal yang lumrah
atau sudah biasa. Penyewa sepeda motor atau pihak ketiga tidak
hanya antara sesama warga Desa Suruh Sukodono Sidoarjo saja,

melainkan dengan warga yang berasal dari Desa lainnya.

2 Aminu, Wawancara, tanggal 25 November 2019.
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Selama masa gadai, hak pemegang sepeda motor tersebut
berada dalam wewenang murtahin, dalam praktiknya murtahin
memanfaatkan sepeda motor sebagai jaminan gadai tersebut
dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga untuk kepentingan
pribadi tanpa sepengetahuan dan izin dari penggadai. Sehingga hal
tersebut dapat menyebabkan kerusakan sepeda motor tanpa
adanya tanggung jawab dari murtahin. Serta beban bunga yang
diberikan penerima gadai kepada penggadai.

Dan akad sewa-menyewa sepeda motor antara penerima
gadai dan pihak ketiga (penyewa) ini tidak ada bukti secara
tertulis, melainkan hanya secara lisan. Dan untuk pembayarannya,
penyewa langsung memberikan vang dengan jumlah yang lumayan
besar, rata-rata Rp. 2.500.000,00 ke atas. Penyewa sudah bisa
membawa sepeda motor.

Dengan jumlah uang yang Ilumayan besar, dalam
penyewaan ini tidak dijelaskan jangka waktu dan berapa harga
sewa perharinya. Penerima gadai hanya menjelaskan kalau pihak
penggadai sudah melunasi hutangnya, maka sepeda motor
langsung di ambil dari pihak ketiga, tanpa adanya konfirmasi di
hari sebelumnya. Ketika penerima gadai mengambil sepeda motor
ke pihak penyewa, ia akan mengganti sepeda motor lain. Kalaupun
tidak ada sepeda motor sebagai penggantinya, maka uang dari

pihak penyewa akan dikembalikan. Tetapi tidak dikembalikan
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sepenuhnya, melainkan ada pemotongan sesuka hatinya. Dan jika
ada kerusakan pada barang atau sepeda motornya maka pihak
peyewa wajib memperbaiki.

Keuntungan dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor
sebagai barang gadai oleh penerima gadai tersebut hanya untuk
kebaikan dirinya sendiri, dan penerima gadai tidak memberikan
imbalan kepada pihak penggadai Dari penjelasan diatas, penerima
gadai telah mendapatkan keuntungan tambah dan perlu diketahui
pihak penggadai juga merelakan kalau barangnya dimanfaatkan,
karena mereka berfikir itu salah satu bentuk terima kasih.
Sedangkan untuk penyewa, mereka juga tidak mempermasalahkan
akad sewa-menyewa (7jarah) yang tidak sesuai dengan syariat
Islam. Karena hal tersebut merupakan hal yang dianggap biasa dan
sering terjadi di lingkungan masyarakat Desa Suruh Sukodono

Sidoarjo.

C. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi antara Murtahin dan Penyewa Dalam
Pelaksanaan Akad Jjarah Sepeda Motor

Agar memperoleh informasi mengenai apabila terjadi wanprestasi

antara penerima gadai maupun yang menyewakan (murtahin/ mu’jir) dan

penyewa dalam pelaksanaan akad ijarah sepeda motor pada masyarakat

Desa Suruh Sukodono Sidoarjo. peneliti melangsungkan tanya jawab

3 Suhudi, Wawancara, 26 Agustus 2019.
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dengan narasumber dan berpedoman wawancara adalah teknis

mengumpulkan data akurat tentang keperluan proses pemecahan suatu

masalah yang sesuai dengan data. Dalam hal ini peneliti mewawancarai
beberapa penyewa, berikut macam-macam transaksi gadai sepeda motor
yang sering terjadi di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo:

a. Transaksi sewa sepeda motor yang dilakukan Bapak Suhudi
(penyewa) beralamat Desa Suruh RT: 06 RW: 02 dengan Bapak
Karyono (Murtahin). Bapak Suhudi menyewa 2 sepeda motor dengan
memberikan uang Rp. 6.000.000,- kepada Bapak Karyono dengan
alasan karena beliau membutuhkan kendaraan untuk anaknya pergi ke
sekolah yang duduk dibangku SMA. Dalam perjanjian tersebut Bapak
Karyono tidak memberikan batasan waktu. Dan bapak Suhudi
merupakan salah satu pelanggan setia dari Bapak Karyono.*

b. Transaksi sewa sepeda motor yang dilakukan Bapak Bonjol
(penyewa) beralamat Desa Suruh RT: 06 RW: 02 dengan Bapak
Karyono (Murtahin). Bapak Bonjol menyewa 1 sepeda motor dengan
memberikan uang Rp. 4.000.000,- kepada Bapak Karyono dengan
alasan karena beliau membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Dalam
perjanjian tersebut Bapak Karyono tidak memberikan batasan waktu.
Dan bapak Suhudi merupakan salah satu pelanggan setia dari Bapak

Karyono.’

4 Suhudi, Wawancara, 25 November 2019
5 Sugiarti, Wawancara, 25 November 2019
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c. Transaksi sewa sepeda motor yang dilakukan Sugiarti (penyewa)
beralamat Desa sidodadi RT: 02 RW: 01 dengan Bapak Karyono
(Murtahin). Ibu Sugiarti menyewa 1 sepeda motor dengan
memberikan uang Rp. 3.500.000,- kepada Bapak Karyono dengan
alasan karena beliau membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Dalam
perjanjian tersebut dipertengahan bu sugiarti mengambil uangnya Rp.
1.000.000,- dan motonya tetap tidak di ambil atau ditukar sesuai
dengan budgetnya.

d. Transaksi sewa sepeda motor yang dilakukan Mas Raga (penyewa)
beralamat Desa Suruh RT: 06 RW: 02 dengan Bapak Karyono
(Murtahin). Mas Raga menyewa | sepeda motor dengan memberikan
uang Rp. 3.000.000,- kepada Bapak Karyono dengan alasan karena
beliau membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Dalam perjanjian
tersebut Bapak Karyono tidak memberikan batasan waktu. Akan
tetapi belum mencapai 1 minggu bapak karyono sudah mengambil
sepeda motor dan tidak ada gantinya, kemudian bapak karyono
mengembalikan uang mas raga dengan jumlah awal yaitu Rp.
3.000.000,-°

e. Transaksi sewa sepeda motor yang dilakukan Mulyono (penyewa)
beralamat Desa Jumput Rejo RT: 12 RW: 04 dengan Bapak Karyono
(Murtahin). Mas Mulyono menyewa 1 sepeda motor dengan

memberikan uang Rp. 2.500.000,- kepada Bapak Karyono dengan

6 Raga, Wawancara, 25 Agustus 2019.
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alasan karena beliau membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Dalam
perjanjian tersebut Bapak Karyono tidak memberikan batasan waktu.
Akan tetapi sudah mencapai hampir 1 tahun, sepeda motor yang
disewa bapak mulyono tidak diambil.”

Pendapat dari masyarakat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, bahwa
akad jjarah yang terjadi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak.
Menurut pendapat masyarakat sekitar yang melakukan sewa-menyewa
lebih mudah tanpa harus memenuhi berkas-berkas administrasi.®

Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah
diperoleh dari penggadai (rahin), penerima gadai (murtahin), penyewa,
dan masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan
transaksi 7jarah sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo sehingga
setiap individu berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan penyewaan ini,
karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan sewa
sepeda motor dan karena kebutuhan yang mendesak sehingga masyarakat
menggadaikan sepeda motornya untuk digunakan kehidupan sehari-hari.

Mengenai batas waktu dalam masalah gadai harus ditentukan,
sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak. Gadai yang dilakukan
dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang
kepada murtahin, hal ini dilakukan supaya mendatangkan keuntungan dari

kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

" Mulyono, Wawancara, 25 November 2019.
8 Dini Anatasha, Wawancara, 26 Agustus 2019.



Perihal solusi apabila terjadinya wanprestasi antara penyewa dengan
pihak yang menyewakan, semisal penggadai melunasi hutangnya dan
mengambil sepeda motor ke penyewa dan kondisi sepeda motor dalam
keadaan rusak maka murtahin akan memberi renggang waktu si penyewa
untuk memperbaiki. Kemudian jika murtahin mengambil barang sewaan

dalam jangka waktu 1 minggu maka uang sewa dikembalikan penuh.



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “NGGADENI” DI DESA

SURUH SUKODONO SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Sistem Nggadeni Di Desa Suruh Sukodono
Sidoarjo
Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan
hidup manusia, ialah seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa
perhotelan dan lain-lain. J7jarah atau sewa-menyewa adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.! Dengan begitu, pihak
penyewa berhak menggunakan barang yang telah disewa dengan jangka
waktu sesuai kesepakatan.

Praktik sewa-menyewa pada umumnya tidak boleh merugikan kedua
pihak, harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad.
Sehingga sewa-menyewa yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah
pihak yang berakad.

Misalnya Praktik sewa-menyewa sepeda motor yang terjadi di Desa
Suruh Sukodono Sidoarjo, dimana dalam praktiknya sepeda motor yang di
sewakan merupakan barang jaminan gadai. Jadi dalam transaksi

sebelumnya terdapat akad gadai, yang mana pihak pertama menggadaikan

! Tbid., 138.



sepeda motornya kepada murtahin (penerima gadai). Lalu murtahin
memanfaatkan jaminan sepeda motor tersebut untuk di sewakan kepada
pihak ketiga. Dengan maksud untuk mendapatkan upah sebagai keuntungan
tambahan. Hal ini terjadi tanpa sepengetahuan penggadai. Kemudian pihak
ketiga atau mustajir (pihak penyewa) memberikan sejumlah uang dalam
jumlah yang lumayan banyak kepada Mukri/mujjir (pihak yang
menyewakan), dan mu’jir menyerahkan sepeda motor kepada mustajir.
setelah adanya transaksi penyerahan dari kedua pihak tersebut, tidak
dijelaskan berapa harga sewa motor perharinya dan berapa lama masa sewa
sepeda motor yang disewakan. Sepeda motor yang disewakan bisa di ambil
sewaktu-waktu dan ditukar dengan barang lain jika pihak penggadai sudah
melunasi hutangnya tanpa pemberitahuan dihari sebelumnya.

Masyarakat Desa Suruh Sukodono Sidoarjo sering melangsungkan
praktik sewa-menyewa sepeda motor disebabkan untuk menunjang dalam
melakukan pekerjaannya sehari hari. Melihat mayoritas masyarakat di Desa
Suruh Sukodono Sidoarjo berprofesi sebagai petani, sehingga mereka
menggunakan sepeda motor tersebut untuk beraktivitas sehari-hari, dan ada
yang digunakan untuk anaknya pergi ke sekolah. Alasan nggadeni sepeda
motor dikarenakan kekurangan kendaraan dan perekonomian menipis jika
dibuat untuk membeli sepeda motor dan jika untuk kredit malah terbebani
dengan hutang.

Kearifan disyariatkannya ijarah (sewa-menyewa) cukup besar,

karena memuat manfaat bagi manusia, perbuatan yang mampu dikerjakan



oleh satu orang belum tentu mampu dikerjakan oleh lebih dari satu orang.
Apabila sewa itu berupa barang, maka di syariatkan agar barangnya di
sebutkan dalam akad jjarah. Syarat-syarat yang lain disebutkan dalam kitab
figih. Syarat disebutkannya barang dalam akad J7jarah, dengan maksud
untuk menghindari terjadinya pertikaian dan pertentangan antara kedua
belah pihak yang berakad, ibarat halnya tidak boleh menyewa barang
dengan manfaat yang tidak jelas yang di nilai dengan perkiraan, sebab bisa
jadi barang yang disewakan tidak mempunyai nilai guna bagi penyewa.
Dengan adanya pemaparan di atas menunjukkan bahwa, praktek
muamalah tidak hanya berupa jual beli, melainkan muamalah sewa-
menyewa pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
sosial sejak zaman dahulu sampai saat ini. Jika sewa-mnyewa ini tidak di
benarkan oleh Syariat Islam, mungkin tidak dapat dibayangkan masyarakat
akan mengalami halangan dalam kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu,
sewa-menyewa dibolehkan dengan ketentuan syara’ yang sudah jelas, dan
merupakan bentuk kemudahan hukum Islam. Setiap individu mempunyai
hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang

telah diatur dalam Islam.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Nggadeni Di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data yang

diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, Pada bab ini akan



dibahas tentang analisis hukum Islam berupa figh tentang gadai, sewa-
menyewa (al-fjarah) dan urf untuk mendapatkan sebuah jawaban yang
sesuai dengan rumusan masalah yang terkait dengan status hukum dari
adanya sistem praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

Rahn merupakan penguasaan barang milik penggadai oleh pemberi
pinjaman sebagai jaminan. Dasar hukum tertuang dalam a/-Bagarah ayat

283:

At DA 5 WS AL 1 Lan e JE3S0)

P A& -
(’i.ﬁJ:.c Oglass

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seorang berada dalam
keadaan berpergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah
atupaun suatu transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan
seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka
hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan
atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang

yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegangatau hutang. Hal ini



dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua beah pihak yang
melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu
sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan
kecurigaan yang kemungkinan akan terjadai suatu perselisihan antara para
pihak yang bersangkutan.! Rahn yang dibolehkan menurut Islam tentu
harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang meliputi:

a. Rahin (orang yang menyerahkan barang) dan Murtahin (orang yang

menerima barang)

Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo para
pihak yaitu Rahin (orang yang menyerahkan barang) dan Murtahin
(orang yang menerima barang) yang melakukan praktik nggadeni
merupakan orang yang berakal dan para pihak yang berakad merupakan
orang yang berbeda.

b. Marhun (barang jaminan) dan Marhun bih (pembiayaan atau utang)

Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo marhun
dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Marhun itu
milik sah penggadai sendiri dan ada beberapa marhun yang bukan milik
orang sendiri. Marhun dalam praktik nggadeni berupa sepeda motor hal
ini dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun
manfaatnya.

c. Sighatljab (serah) dan Qabul (terima)

! Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam 123.



Rahn (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau
dikaitkan dengan perjanjian jual beli ataupun dengan sewa menyewa.
Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan
dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang
perjanjianya tetap sah. Dalam praktik nggadeni tidak sesuai dengan
syarat ijab qabul, yang seharusnya di awal ijab qabul dijelaskan bahwa
jaminan akan dimanfaatkan untuk disewakan.
ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang
dibolehkan dalm islam dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Dasar

hukum tentang kebolehan a/-ijjarah tertuang dalam Q.S. at-Thalaq ayat 6:

Artinya:"...jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka
berikanlah mereka upahnya...” (Q.S. at-Thalaq: 6).2

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita menggunakan

jasa orang lain maka harus memberikan upah kepada orang tersebut.

Begitupula dengan sewa menyewa, dimana apabila menyewa barang orang

lain maka harus memberikan upah kepada pemilik barang tersebut. Sewa

menyewa yang dibolehkan menurut Islam tentu harus memenuhi rukun dan

syarat-syaratnya yang meliputi:

1. Mukri/mu’jir (pihak yang menyewakan) dan Muktari/musta’jir (pihak

yang menyewa)

2 Ibid., 49.



Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukonodo Sidoarjo para
pihak yaitu mukri/mu’jir dan Muktari/musta jir yang melakukan praktik
nggadeni merupakan orang yang berakal dan para pihak yang berakad
merupakan orang yang berbeda.

. Ma’qud ‘alaihi (objek perjanjian atau sewa/ manfaat)

Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukonodo Sidoarjo barang
yang dijadikan objek sewa menyewa bukan milik dari mukri/mujir,
melainkan barang jaminan gadai dari orang yang menggadaikan dan
mukri/mu’jir menyawakan tanpa seizin pemilik barang. Hal tersebut
tentu bertentangan dengan syarat ma’qud °‘alaih dimana seharusnya
barang yang dijadikan objek sewa harus milik mukri/mu’jir sendiri.
Selain itu batas jangka waktu sewa menyewa gadai tidak ditentukan dan
apabila pemilik kendaraan bermotor tersebut ingin mengambil
kendaraannya maka muktari/musta’jir akan diberi ganti sepeda motor
lain dari pihak penggadai lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam
dalam melakukan sewa menyewa harus terdapat kejelasan terkait
dengan jangka waktu. Objek Sewa menyewa merupakan sepeda motor,
sehingga barang tersebut sangat jelas dapat dimanfaatkan oleh
muktari/musta jir.

. Sigat (lafal Ijab dan kabul)
Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo antara
mukri/mujir (pihak yang menyewakan) dan muktari/musta’jir (pihak

yang menyewa) terdapat kesepakatan saling rela sehingga dalam ijab



kabul tidak ada unsur keterpaksaan dalam transaksi tersebut.
Pelaksanaan Sigar dalam transaksi sewa-menyewa ini adalah secara
lisan. Misalnya musta jir “saya sewakan sepeda motor ini, tapi sewaktu-
waktu saya ambil” dan mu jir “mengiyakan”.

. Ujrah (Upah)

Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukonodo Sidoarjo, dalam
hal pemberian upah pihak penyewa barang (muktari/musta’jir) memberi
sejumlah uang dalam jumlah besar berkisar dari 2.000.000 sampai
dengan 6.000.000 kepada pihak yang menyewakan (mukri/mu jir).
Dalam hal ini pemberian harga antara setiap orang yang menyewakan
tidak menentu hal tersebut dilihat dari sepeda yang disewakan dan
sesuka hati pihak yang menyewakan. Dan apabila tidak terdapat
kendaraan pengganti maka vang mustajir akan dikembalikan beberapa
persen.

Dari kesimpulan diatas merupakan rukun dan syarat sewa-menyewa
sepeda motor/ Praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo tidak
memenuhi syarat dan rukun sewa-menyewa. Dilihat dari segi Ma’qud
‘alaihi (objek perjanjian atau sewa/ manfaat). Dalam praktik nggadeni di
Desa Suruh Sukonodo Sidoarjo barang yang dijadikan objek sewa
menyewa bukan milik dari mukri/mu’ajir, melainkan barang jaminan
gadai dari orang yang menggadaikan dan mukri/mu’ajir menyewakan
tanpa seizin pemilik barang. Hal tersebut tentu bertentangan dengan

syarat ma’qud ‘alaih dimana seharusnya barang yang dijadikan objek



sewa harus milik mukri/mu’ajir sendiri. Selain itu batas jangka waktu
sewa menyewa sepeda motor tidak ditentukan dan apabila penggadai
sebagai pemilik kendaraan/ sepeda motor tersebut sudah melunasi
hutangnya maka, mu’ajir mengambil sepeda motor kepada
muktari/musta’jir dan mu’ajir mengganti sepeda motor lain dari pihak
penggadai lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam dalam melakukan
sewa menyewa harus terdapat kejelasan terkait dengan jangka waktu
berakhirnya sewa-menyewa sepeda motor.

Dari segi wrah dalam praktik nggadeni di Desa Suruh
Sukonodo Sidoarjo, dalam hal pemberian upah pihak penyewa barang
(muktari/musta’jir) memberi sejumlah uang dalam jumlah besar berkisar
dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 kepada pihak yang
menyewakan (mukri/mu’jir). Dalam hal ini pemberian harga antara
setiap orang yang menyewakan tidak menentu hal tersebut dilihat dari
sepeda yang disewakan dan sesuka hati pihak yang menyewakan. Dan
apabila tidak terdapat kendaraan pengganti maka uang musta’jir akan
dikembalikan beberapa persen.

Dengan adanya ketidak sesuaian dalam rukun dan syarat Jjarah
dalam permasalahan jangka waktu berakhirnya akad sewa-menyewa dan
permaslaahan ujrah. Permasalahan ini terjadi karena mu’ajir tidak
mengetahui kapan pihak penggadai akan melunasi hutangnya, sehingga

tidak dapat memastikan secara pasti kapan akad sewa tersebut berakhir.



Urf'adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya
dalam ucapannya dan perbuatanya sampai hal tersebut menjadi biasa
dan berlaku umum.? Istilah wrf merupakan bagian dari adat.* Hal ini

dikuatkan dengan adanya ayat al-Qur’an sebagai berikut :

Siba Bl 2 (o g Al Sl el s
“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A’raaf: 199)3

Metode ‘urf dilakukan untuk menetapkan hukum dalam suatu kondisi
yang terdapat pada saat ini, dimana tidak diatur dalam al-Qur’an dan as-
sunnah.

Dalam praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, yang mana
pihak penyewa (musta’jir) dan yang menyewakan (mu ajir) sepakat untuk
melakukan transaksi sewa-menyewa. Dalam transaksi sewa-menyewa di
Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, Musta’jir memberikan sejumlah uang
kepada mu’ajir dengan jumlah yang lumayan banyak berkisar 2.000.000,-
sampai 5.000.000,-. Mu’ajir langsung memberikan sepeda motor yang
sesuai dengan uang yang telah diberikan oleh mustajir. Selama
berlangsungnya transaksi ini, dalam ijab dan gabul tidak dijelaskan dalam
hal jangka waktunya dan ujrah. permasalahan ini merupakan sudah menjadi

kebiasaan di masyarakat Desa Sukodono Sidoarjo.

3 A . Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006) , 80.

4 Ibid., 138.

5 Kementrian Agama RI, Ar- Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Mikraj Khazanah
[lmu, 2013), 84.



Sewa-menyewa sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo dilihat
dari segi obyeknya urf’ merupakan ‘urf amali, ialah kebiasaan masyarakat
pada saat melakukan transaksi sewa-menyewa tanpa akad. Seperti
kebiasaan sewa-menyewa sepeda motor yang terjadi di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo. Dimana kebiasaan sewa —menyewa sepeda motor ini
tidak ada jangka waktu dan wjrah yang harus dibayar setiap harinya.

Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum
syara’, jika memenuhi syarat berikut:®

1. Dalam mayoritas kasus sewa menyewa sepeda motor yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh
mayoritas masyarakat Desa Suruh Sukodono Sidoarjo merupakan
termasuk dalam kategori wurf amali.

2. Urfitu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah yang

berbunyi:
syl Al e

“urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran
hukum terhadap kasus yang telah lama”

3. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara

jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi

¢ Totok Jumantoro & Samsul Munir A, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2014), 335.



apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal
yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es itu
dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun urf
menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan
pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara
jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke
rumahnya maka wurfitu tidak berlaku.

4. Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan
hukum yang dikandung nash itu tidak dapat ditetapkan. Urf
seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena ke-hujjahan
urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung
hukum permasalahan yang dihadapi.”

5. Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan
hukum yang dikandung nash itu tidak dapat ditetapkan. Urf
seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena ke-hujjahan
urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung

hukum permasalahan yang dihadapi.®

Berdasarkan syarat-syarat dalam menggunakan a/-‘urf di atas,
maka praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo
merupakan sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang jaminan

gadai di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo merupakan sudah menjadi

7 Tbid., 144.
$ Tbid., 144.



kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa suruh untuk
melengkapi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sewa-menyewa sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo
tersebut sudah lama terjadi dan masyarakat sudah menganggap hal
tersebut merupakan hal biasa, karena sewa menyewa ini sudah
dijadikan kebiasaan atau adat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.
Dalam hal sewa-menyewa sepeda motor di Desa Suruh
Sukodono Sidoarjo, dalam bertransaksi tidak dijelaskan jangka

waktu dan wujrahnya. Sehingga wurf bertentangan dengan hukum

Islam namun karena adanya dalil sebagai ‘u&s’t Sadi yaitu  Adat

kebiasaan itu bisa menjadi hukum dan dikuatkan dengan kaidah

fikih 4>U>!\ Y &52' S by wise g :}p'ﬁ\j artinya hukum

asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan
dari hukum bolehnya. Sehingga praktik di Desa Suruh Sukodono

Sidoarjo dapat dipahami sebagai urf'yang diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik nggadeni di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo dilakukan dengan
cara pihak penyewa memberikan uang berkisar Rp. 2.000.000-5.000.000
kepada pihak yang menyewakan. Dalam hal ini manfaat (sepeda motor)
yang disewakan merupakan jaminan barang gadai orang lain. Dan
disewakan tanpa sepengetahuan penggadai serta tanpa adanya jangka
waktu yang ditentukan sekaligus ujrah yang tidak konsisten.

2. Berdasarkan hukum Islam, praktik gadai tidak sesuai dengan syarat rahn
karena pihak murtahin memanfaatkan jaminan tanpa seizin rahin.
Kemudian berdasarkan praktik nggadeni (sewa menyewa sepeda motor) di
Desa Suruh Sukodono Sidoarjo tidak memenuhi syarat dalam akad 7jarah.
Sehingga sewa-menyewa tersebut tidak sah karena dalam objek (manfaat)
merupakan bukan barang miliknya sendiri serta tidak ada jangka waktu
yang pasti untuk berakhirnya akad 7jarah tersebut. Kemudian dilihat dari
segi ‘urf, sewa-menyewa sepeda motor tersebut merupakan urfyang tidak
shahih karena bertentang dengan syarat. Dan praktik ini merupakan
kategori urf amali , yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Kebiasaan sewa-menyewa
sepeda motor seperti itu dapat meringankan beban masyarakat dan

memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Dan dikuatkan
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oleh kaidah fikih artinya hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak

ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.

B. Saran

1. Bagi penyewa, Dalam melakukan sewa-menyewa sepeda motor
sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum hukum Islam. apabila
memberikan ujrah harus dipertanyakan berapa imbalan sewanya, dan
kapan berakhirnya (jangka waktu) sewa-menyewa sepeda motor
sebagai barang jaminan gadai.

2. Bagi yang menyewakan, sebaiknya menjelaskan berapa wujrah untuk
manfaat barang (sepeda motor) yang disewakan dan menjelaskan
secara jelas untuk jangka waktu berakhirnya sewa manfaat barang
tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman jika sewaktu-waktu sepeda
motor tersebut diambil saat pihak penggadai sudah melunasi

hutangnya.
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